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Abstract. In terms of the ratification of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation, this raises pros and 
cons in society. This is because the Supreme Court Constitutional Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020 
states that Law Number 11 of 2020 is unconstitutional conditional and must be immediately revised within 2 
(two) years from the time the decision is issued. One of the reasons is because in the formation of the Job 
Creation Law, it does not involve full community participation and is not guided by the principle of openness. 
But the government actually responded by issuing the Job Creation Perppu which was later passed into law by 
the DPR-RI. In fact, between Law Number 11 of 2020 concerning job creation and Perppu Number 2 of 2022 
concerning job creation, it is relatively the same in terms of content. This study aims to examine a legal truth 
related to the mechanism for ratifying Government Regulations in Lieu of Law based on actual legal provisions. 
One of the legal provisions in the formation of laws and regulations is to make the principle of forming laws and 
regulations one of the conditions that must exist in the process of forming laws. One of its principles is the 
principle of openness. and the method used in this study is Normative. And in the results of this study, it shows 
that the ratification of the Job Creation Perppu is not in accordance with the mechanism for the Establishment 
of Laws and Regulations because it is not guided by the principle of openness. 
Keywords: Job Creation Perppu, Omnibus Law, Principle of Openness, Constitutional Court. 
 
Abstrak. Dalam hal pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ini menimbulkan pro dan 
kontra dalam masyarakat. Hal itu karena Putusan Mahamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan 
Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Inkonstitusional bersyarat dan harus segera direvisi dalam 
waktu 2 (dua) Tahun sejak putusan tersebut dikeluarkan. Salah satu alasanya karena dalam pembentukan UU 
cipta Kerja itu tidak melibtkan partisipasi masyarakat secara penuh dan tidak berpedoman terhadap asas 
keterbukaan. Tetapi pemerintah justru meresponnya dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja yag kemudian 
disahkan menjadi UU oleh DPR-RI. Padahal antara UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Perppu 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja itu relative sama dari segi muatannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkaji sebuah kebenaran hukum terkait dengan mekanisme pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang berdasarkan ketentuan hukum yang sebenarnya. Salah satu ketentuan hukum dalam 
pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah menjadikan asas pembentukan peraturan perundang-
undangan sebagai salah satu syarat yang harus ada dalam proses pembentukan undang-undang. Salah satu 
asasnya adalah asas keterbukaan. dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Dan dalam 
hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengesahan Perppu cipta kerja tidak sesuai dengan mekanisme 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak berpedoman terhadap asas keterbukaan. 
Kata Kunci : Perppu Cipta Kerja, Omnibus Law, Asas Keterbukaan, Mahkamah Konstitusi. 
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PENDAHULUAN  

 Proses pembentukan produk perundang-undangan menempatkan masyarakat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi dinegara ini berhak menuangkan keinginannya dalam sebuah 

produk perundangan-undangan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Suara masyarakat 

itu diwakili oleh mereka yang duduk dibangku parlemen sebagai Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia (DPR-RI). Lembaga negara tersebut dalam konsep triaspolitica berada 

pada bagian legislative. Lembaga legislative ini memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, 

angaran, dan pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, ada satu fangsi yang menjadi tanggung 

jawab besar lembaga tersebut dalam menjamin kemaslahatan rakyat, yaitu fungsi legislasi. 

Fungsi tersebut menempatkan DPR sebagai badan pembentuk undang-undang yang juga 

sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat (Muchlisin, 2020) 

 Secara khusus, peran DPR-RI dalam membentuk sebuah peraturan hukum itu harus 

dilakukan pembahasan bersama dengan Presiden. Maka ada dua kekuasaan yang berperan 

dalam menciptakan sebuah peraturan hukum. yaitu lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua 

lembaga tersebut bertanggung jawab atas terbentuknya peraturan hukum yang mampu 

menampung seluruh aspirasi masyarakat. Dan dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan haruslah mengacu kepada asas keterbukaan. Tujuannya adalah agar sebuah produk 

hukum tersebut dapat diakses oleh masyarakat dan kecenderungan kecurangan pemerintah 

dalam melakukan pembentukan undang-undang bisa diawasi. 

 Tetapi masalah yang terjadi pada saat ini adalah mekanisme pembentukan dan 

pengesahan dari suatu produk perundang-undangan mengalami ketidaksesuaian. Pengesahan 

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja telah keluar dari koridor hukum yang 

sebenarnya. Ketika Presiden dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang merupakan respon 

terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan 

bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu inkonstitusional bersyarat, dan harus segera 

dilakukan revisi selama dua tahun dihitung sejak putusan tersebut dibacakan (Kadek et al., 

2023).  Namun alih-alih memperbaiki UU tersebut, pemerintah justru lebih dulu merevisi 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dengan memasukan mekanisme pembentukan UU dengan tekhnik Omnibus law, 

yang sebelumnya belum ada dalam UU tersebut. Setelah dilakukan perbaikan terhadap UU 
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PPP, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu Cipta Kerja dengan tekhnik omnibus law. 

Padahal Inkostitusionalnya UU Cipta Kerja tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi 

masyarakat dalam proses pembentukan UU tersebut, maka seharusnya pemerintah merevisi 

UU Cipta Kerja Tersebut dengan menambahakn partisipasi masyarakat (Meaningful 

Participation) didalamnya. Karena pada dasarnya pembentukan Perppu harus memenuhi 

syarat hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang ketentuannya ada dalam pasal 22 UUD 

1945, sedangan pada saat ini negara tidak sedang dalam keadaan genting. Tetapi yang 

dilakukan adalah menerbitkan Perppu yang secara jelas sama sekali tidak melibatkan 

masyarakat dalam proses penyusunannya.  

 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 halaman 60-61 

yang menjelaskan tentang asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 menyatakan pada point ke-4.20 bahwa tidak semua pembahasan dilakukan 

secara terbuka. Keterbuka la ln da ln keterliba lta ln elemen ma lsya lra lka lt ya lng terliha lt di media l ma lsa l 

ha lnya l ma lsya lra lkalt disektor buruh, itupun ma lsih ba lnya lk orga lnisa lsi a lta lupun elemen-elemen 

perkumpula ln buruh ya lng tida lk diliba ltka ln. Sela lnjutnya l da lla lm point ke-4.21 ya lng seca lral tega ls 

menya lta lka ln ba lhwa l sa lla lh sa ltu bukti tida lk dipenuhinya l ketentua ln pembentuka ln perunda lng-

unda lnga ln ya lkni terha lda lp peruba lha ln 5 (lima l) pa lsa ll da lla lm UU No. 18 ta lhun 2017 tenta lng 

perlindunga ln pekerja l migraln Indonesia l (UU PPMI) a lnta lra l la lin pa lsa ll 1 a lngka l 16, pa lsa ll 51, 

pa lsall 53, palsa ll 57 da ln pa lsall 89A L ya lng mela lngga lr a lsa ls keterbuka la ln serta l tida lk pa lrtisipaltif, 

dima lna l da lla lm proses pembalha lsa ln tida lk meliba ltka ln kelompok ma lsya lra lka lt buruh migra ln 

Indonesia l.  

 Merujuk hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketika UU No. 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja Tidak memenuhi Asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang, maka 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta kerja 

juga tidak menerapkan Asas keterbukaan dalam proses pembentukannya yang dilakukan oleh 

presiden sampai dengan pengesahan yang dilakukan oleh DPR-RI. Karena pada dasarnya 

Perppu Cipta Kerja Dibuat secara mutlak oleh Presiden dalam waktu yang sangat singkat dan 

memang dalam ketentuannya juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat karena status dari 

pada pembentukan Perppu ialah dalam keadaan genting. Selain itu antara UU No. 11 Tahun 

2020 tentang cipta kerja dengan Perppu cipta kerja memiliki muatan isi yang relatif sama 

meski mengurangi satu UU dari Draft omnibus law. Yang artinya, asas keterbukaan tidak 

digunakan dalam pembentukan sekaligus pengesahan peraturan perundang-undangan tersebut 

(Handriana & Nurdin, 2023) 
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RUMUSAN MASALAH 

 Merujuk pada uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana implementasi asas keterbukaan terhadap mekanisme pengesahan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja? 

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana penelitian tersebut membahas 

doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.selain itu, penelitian yuridis normatif juga 

mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. 

Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki (H. 

Zainudin Ali, 2017). Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan; peraturan 

perundang-undangan (Statue Aproach).  

 Karena pada dasarnya, dalam penelitian hukum yuridis normatif peraturan perundang-

undanganlah yang menjadi acuan dasar dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang 

akan dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan 

perundang-undangan, catatan resmi , putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang paling 

utama untuk digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan UU Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunkan studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengidentifikasian dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, 

jurnal ilmiah dsb). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

 Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak deskriminatif tentang penyelenggaraan 

negara dengan tepat memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 

rahasia negara, (Huzaeni & Anwar, 2021). Asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan memiliki 2 (dua) sudut pandang. Yang pertama bahwa diatur dan 

diimplementasikannya ketentuan mengenai keterbukaan merupakan bagian dari hak 

konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah 

objek yang nantinya akan terkena dampak dari produk undang-undang yang nantinya akan 

dibuat dan di imlementasikan. Kedua, jika seandainya suatu produk perundang-undangna 

dibuat dengan tidak berdasarkan asas keterbukaan, maka akan menyebabkan tidak 

tercapainya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. 

 Jika dilaksanakannya asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, maka hak konstitusional warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

akan semakin terjaga dan terlaksana dengan baik. Sehinga potensi kerugian atas produk 

undang-undang yang dibuat oleh pemeritah pun akan semakin kecil atau bahkan masyarakat 

akan sangat memahami isi dan bentuk dari pada produk perundang-undangan yang dibuat. 

Karena dari awal sampai dengan akhir pembentukan perundang-undangan itu diketahui 

secara jelas oleh setiap orang. Untuk itu, siapa saja bisa mengajukan dan memberikan saran 

dalam pembentukan Peraturan Perundang –Undangan asalkan masi memiliki hubungan 

hukum ataupun tanggungjawab dalam terbentuknya suatu peraturan hukuj yang baik, ( 

Prastyo et al., 2020).  

 Asas keterbukaan memberikan definisi nyata bahwa kesempatan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam membentuk sebuah produk Perundang-undangan sangatlah luas dan 

tidak memiliki batasan. Sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan atas produk 

hukum yang akan diberlakukan. Namun jika asas keterbukaan itu tidak dilaksanakan, maka 

kwkhawatiran masyarakat atas produk hukum itu akan sangat besar. Dan bentuk 

kekhawatiran itu di interpretasikan dalam hal demonstrasi. Kekuatan masyarakat dalam 

memperjuangkan hak-hak mereka memberikan sebuah definisi bahwa bentuk negara 

demokrasi harus selalu dijaga dan dipertahankan dari pihak-pihak yang berusaha untuk 

merusak tatanan tersebut. 
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Implementasi Asas Keterbukaan Terhadap Mekanisme Pengesahan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan sebuah asas yang 

menjadi pedoman penting dalam sebuah mekanisme penyusunan sebuah prduk undang-

undang, dimana asas tersebut menjadi sebuah dasar pemikiran dari para pembentuk undang-

undang untuk bisa menentukan ataupun menuangkan isi dari sebuah produk hukum itu 

sendiri agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlunya perhatian terhadap asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan ini didasari oleh sebuah prinsip negara hukum 

yang menjadi pedoman utama negara dalam melaksanakan segala ketentuan. 

 Diperolehnya Informasi merupakan hak asasi manusia yang secara konstitusional 

harus diakui, dilindungi dan dipenuhi dalam Negara Hukum Indonesia, dimana 

tanggungjawab pemenuhannya ada pada kekuasaan Pemerintah. Asas keterbukaan dalam 

ketentuan pasal 5 huruf (g) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-

Undangan kiranya diartikan sebagai sebuah ketetapan bahwa dalam proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan 

dan pengundangan semuanya harus dilakukan secara terbuka dalam artian dapat diakses oleh 

masyarakat (Meaningfull Participation) Karena pada dasarnya produk perundang-undangan 

terbentuk dan dibentuk seiring perkembangan masyarakat. Hal ini sangat sesuai dengan 

sebuah konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan posisi masyarakat sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi disuatu negara. Ini sebenarnya memberikan perlindungan kepada 

masyarakat sebagai subjek hukum, (Nurjaman, 2021) 

 Sebagaimana halnya dalam sebuah mekanisme ketika Perppu cipta kerja disahkan 

oleh pemerintah pada tanggal 21 Maret 2023. Pengesahan tersebut menjadi problematika 

dikalangan masyarakat, buruh maupun akademisi. Hal ini karena, pengesahan perppu cipta 

kerja bertentangan dengan konstitusi. Awalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang cipta kerja sudah lebih awal dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah 

Konstitusi melalui putusan dengan nomor perkara 91/PUU-XVIII/20202. Artinya adalah 

Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada para pembentuk Undang-Undang 

dalam hal ini adalah DPR-RI untuk memperbaiki substansi dari UU tersebut, salah satunya 

adalah melibatkan partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Tetapi yang justru 

dilakukan oleh pemerintah adalah menambahkan ketentuan omnibus law dalam pasal 42A 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Dhezya Pandu 

Satresna, 2023). 

 Setelah adanya ketentuan mengenai penerapan metode omnibus law dalam UU No. 13 

Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerinta lh kemudia ln 

menerbitka ln Pera ltura ln Pemerinta lh Pengga lnti Unda lng-Unda lng Nomor 2 ta lhun 2022. Ini ya lng 

kemudia ln menja ldi perma lsalla lha ln besa lr, khususnya l da lri segi pembentuka ln unda lng-unda lng. 

Unda lng-unda lng Cipta l Kerja l yalng seha lrusnya l diperba liki a lta ls da lsa lr putusa ln MK justru 

dia lba lika ln demi meloloska ln proda lk hukum ya lng ba lru ya litu Perppu Cipta l Kerja l ya lng suda lh 

jela ls dibua lt oleh presiden ta lnpa l meliba ltka ln pa lrtisipa lsi public. Jika l diliha lt da lri sudut pa lnda lng 

a lsals keterbukala ln, pembentuka ln Perppu cipta l kerjal salma l seka lli tida lk berpedomaln pa lda l a lsa ls 

tersebut, ka lrena l pa lrtispa lsi ma lsya lra lka lt ya lng seha lrusnya l ditua lngka ln da lla lm proses perba likaln 

UU cipta l kerja l ya lng tela lh dinya lta lka ln Inkonstitusiona ll bersya lra lt oleh MK sebelumnya l, tidalk 

direa llisa lsikaln dengaln ba lik.  

 Begitupun da lla lm pembentuka ln Perppu cipta l kerja l. Sehingga l ya lng terja ldi a lda llalh 

terga lnggunya l ha lrmonisa lsi sistem hukum di nega lra l ya lng berimplika lsi terha ldalp perwujudaln 

ta ltal pemerinta lha ln ya lng ba lik. Teta lpi disela l-sela l penolalka ln terhalda lp kebija lka ln pemerinta lh 

ya lng menerbitka ln Perppu cipta l kerja l, DPR-RI justru menyetujui pembentuka ln da lri palda l 

Perppu cipta l kerja l tersebut da ln mela lkuka ln pengesa lha ln terhalda lp Perppu cipta l kerja l tersebut. 

Kebijalka ln DPR-RI ya lng tela lh melalkuka ln pengesa lha ln terha lda lp Perppu cipta l kerja l seolalh 

menga lba lika ln ketentua ln a lta lupun sya lra lt da lla lm mela lkuka ln proses pembentukaln UU ya litu 

berpedoma ln terhalda lp a lsa ls keterbuka la ln. DPR-RI pa lsti mema lhalmi a lpa l ma lksud da lri a lsa ls 

Keterbuka la ln, teta lpi a lpa l yalng mereka l pa lha lmi, tida lk mereka l la lksalna lka ln da ln direa llisa lsika ln.  

 Da lla lm pa lsa ll 96 Unda lng-Unda lng Nomor. 12 Ta lhun 2011 tenta lng Pembentuka ln 

Pera lturaln Perunda lng-Unda lnga ln menega lska ln ba lhwal; 

(1). Ma lsya lra lka lt berha lk memberika ln ma lsuka ln secalra l lisa ln da ln/a lta lu tertulis da llalm 

pembentuka ln pera ltura ln perunda lng-unda lnga ln 

(2). Ma lsukaln seca lral lisa ln da ln/a lta lu tertulis seba lga lima lnal dima lksud palda l a lya lt (1) da lpa lt 

dila lkuka ln mela llui ra lpalt denga lr pendalpa lt umum, kunjunga ln kerja l, sisia llisa lsi, semina lr, 

loka lka lrya l daln/a lta lu diskusi 
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(3). Ma lsya lralka lt seba lga lima lna l dima lksud pa lda l a lya lt (1) a ldalla lh oralng perseora lnga ln a lta lu 

kelompok ora lng ya lng mempunya li kepentinga ln a lta ls substa lnsi ra lncalnga ln pera lturaln 

perunda lng-unda lnga ln 

(4). Untuk memuda lhka ln ma lsya lra lka lt da lla lm memberika ln ma lsuka ln secalra l lisa ln daln/a ltalu 

tertulis seba lga limalna l dima lksud pa ldal a lya lt (1), setia lp ra lnca lnga ln peraltura ln perunda lng-

unda lnga ln ha lrus da lpalt dialkses denga ln muda lh oleh ma lsya lra lka lt (Halndoyo, 2014). 

 Da lri ketentua ln pa lsa ll tersebut, memberika ln pengertia ln ba lhwa l ha lk ma lsya lra lka lt untuk 

da lpa lt menga lkses sebua lh proda lk hukum ya lng ba lru dibentuk itu merupa lka ln sa ltu ha ll ya lng 

wa ljib untuk diberika ln. Ketika l ketentua ln itu tida lk dalpa lt direa llisa lsika ln, ma lka l pemerinta lh 

denga ln sa lnga lt jela ls mela lkuka ln pela lngga lra ln hukum da ln menghia lnalti konstitusi. 

 Seba lga lima lnal dipa lha lmi ba lhwa l Indonesia l a lda lla lh nega lra l demokra lsi, ya lng a lrtinya l da lri 

ra lkya lt, oleh ra lkya lt da ln untuk ra lkya lt. Ma lka l keterbuka la ln da lla lm pembentuka ln pera lturaln 

perunda lng-unda lnga ln merupa lka ln sya lra lt la lhirnya l sua ltu pemerinta lha ln ya lng demokra ltis. Da lla lm 

nega lra l ya lng berda lsa lrka ln hukum denga ln sistem demokra lsi, keterbukala ln merupa lka ln ja lminaln 

ya lng seha lrusnya l a lda l a lta lu seba lga li conditio sine qualnon, alrtinya l buka ln sesua ltu ha ll ya lng 

muncul secalra l kebetula ln. Keterbukala ln menja ldi sesua ltu ha ll ya lng sa lnga lt diperluka ln a lrtinya l 

untuk terselengga lra lnya l pemerinta lha ln ya lng ba lik da ln demokra ltis. Da lpalt dika lta lka ln juga l ba lhwal 

keterbuka la ln merupa lka ln prinsip keta lta lnega lra la ln untuk mencega lh terja ldinya l sistem hukum 

ya lng buruk dinega lra l ini (Nurja lma ln, 2021).  

 Jika l menga lcu pa lda l ketentualn pa lsa ll 96 Unda lng-Unda lng Nomor. 12 Ta lhun 2011 

tenta lng Pembentuka ln Peraltura ln Perunda lng-Unda lnga ln, ma lka l da lpa lt ditemuka ln ba lhwal pa ldal 

proses pembentuka ln sa lma lpa li denga ln pengesa lha ln Perppu cipta l kerja l, dilalkuka ln denga ln tida lk 

berpedoma ln terha lda lp a lsa ls keterbuka la ln. Hall ini dibuktika ln denga ln dra lft putusa ln MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 tenta lng pengujia ln a lta ls UU No. 11 Ta lhun 2020 Tenta lng Cipta l Kerja l. Di 

ha lla lma ln 61 point ke-4.21 menya lta lkaln balhwa l pa ldal sala lt pembentuka ln UU Cipta l Kerjal 

bebera lpa l orga lnisa lsi ma lsya lra lka lt malupun buruh tida lk di ikut serta lkaln. Dia lnta lra lnya l a lda lla lh 

orga lnisa lsi serika lt buruh migra ln Indonesia l (SBMI), Orga lnisa lsi Migra ln CA LRE, daln orga lnisa lsi 

buruh la linnya l. mereka l tida lk memiliki kesempalta ln untuk menya lmpa lika ln penda lpa ltnya l secalra l 

lisa ln dalla lm pemebntuka ln UU tersebut. 

 Ketika l UU No. 11 Ta lhun 2020 Tenta lng cipta l Kerja l Dinya lta lkaln Inkonstitusiona ll 

Bersya lra lt oleh Ma lhka lma lh Konstitusi ka lrena l tida lk berpedoma ln pa lda l a lsa ls keterbuka laln, 



 
e-ISSN: 2988-1668, p-ISSN: 2987-4866, Hal 145-156 

pemerinta lh justru meresponnya l denga ln menerbitka ln Perppu Cipta l Kerja l ya lng mua lta ln 

ma lterinya l relaltif sa lma l Denga ln UU No. 11 Ta lhun 2020 Tenta lng Cipta l Kerja l. ALrtinya l sa lma l 

sa lja l balhwa l keigina ln ma lsya lra lka lt untuk berpa lrtisipa lsi da lla lm pembentukaln Pera lturaln 

perunda lng-Unda lnga ln tida lk da lpa lt direallisa lsika ln, kalrena l Perppu seca lra l keseluruha ln halnyal 

bisa l dibentuk oleh presiden ta lnpa l pa lrtisipalsi ma lsya lra lka lt daln dibua lt da lla lm tempo ya lng sa lnga lt 

cepalt untuk mewa lda lhi sebua lh kegentinga ln da lla lm nega lra l. Ya lng kemudia ln DPR-RI 

Mengesa lhka ln Perppu tersebut Menja ldi Unda lng-Unda lng. A Lrtinya l ba lhwa l DPR-RI tida lk 

berpiha lk kepa lda l msya lra lka lt ka lrena l Perppu Cipta l Kerja l Disa lhka ln denga ln meka lnisme 

Pembentuka lnnya l Tida lk berpedoma ln terha lda lp a lsals keterbukala ln. Palrtisipa lsi publik paldal 

da lsalrnya l a lda lla lh ja lmina ln ya lng ha lrus diberika ln kepa lda l ra lkya lt untuk da lpa lt turut serta l da llalm 

proses penyelengga lra la ln nega lra l da ln menga lkses kebija lkaln publik seca lra l beba ls serta l terbukal. 

Ha ll ini merupa lka ln perwujuda ln dalri sistem ya lng seca lra l idea ll mensya lraltka ln keda lula lta ln bera ldal 

dita lnga ln ra lkya lt da ln dila lksa lna lka ln da lla lm bentuk demokra lsi pa lrtisipa ltoris, (ALrfia lni et a ll., 

2023) 

 Seha lrusnya l DPR-RI tida lk boleh tergesa l-gesa l da lla lm mela lkuka ln Pengesa lha ln terha lda lp 

Perppu Cipta l Kerja l. ALla lsa lnnya l a lda lla lh DPR-RI merupa lka ln representa lsi da lri seluruh 

kehenda lk ra lkya lt. Protes kerals ya lng dila lkuka ln ma lsya lra lka lt a ltals produk perunda lng-undnga ln 

ini a lda lla lh ka lrena l da lri mula li proses perenca lnala ln sa lmpa li pa lda l ta lha lp pengesa lha ln UU Ciptal 

Kerja l itu tida lk meliba ltka ln pa lrtisipa lsi ma lsya lralka lt, sehingga l penerbita ln Perppu juga l lebih 

tida lk meliba ltka ln pa lrtisipa lsi ma lsya lra lka lt. a lrtinya l ba lhwa l pemerinta lh tida lk berpedoma ln 

terha lda lp ALsa ls keterbuka la ln. Pengesa lha ln Perppu Cipta l Kerja l ya lng dila lkuka ln oleh DPR-RI 

da lpa lt dika ltegorika ln seba lga li tinda lka ln menghia lna lti ra lkya lt sekalligus memeca lh keprca lya laln 

ma lsya lra lka lt terha lda lp dewa ln ya lng mewa lkili sua lra lnya l. Pengesa lhaln perppu cipta l kerjal terkesaln 

berpiha lk kepa lda l kepentinga ln priba ldi da ln buka ln kepentinga ln public secalra l menyeluruh. 

 Ma lsya lra lka lt memiliki ka lpalsita ls besa lr untuk mengeta lhui secalra l jelals tenta lng 

ba lga lima lnal keberla lkua ln a lturaln-a lturaln hukum itu da lla lm mewalda lhi a lspira lsi ma lsya lra lka lt. A Lkaln 

lebih menalrik jika l a ltura ln hukum ya lng dibua lt oleh pemerinta lh tida lk dibua lt berda lsa lrka ln nialt 

da ln pola l pikir politik. Ka lrenal pa lda l da lsa lrnya l, sebua lh norma l hukum a lka ln lebih berma lnfa la lt 

jikal pemerinta lh tida lk menja ldika ln politik seba lga li da lsa lr da lri pembentuka ln pera lturaln 

perunda lng-unda lnga ln. Ma lkal kemudia ln ketika l Perppu cipta l kerja l itu disa lhka ln oleh DPR-RI, 

timbula lh ma lsa llalh ditenga lh-tenga lh ma lsya lra lka lt teruta lma l balgi mereka l yalng bekerja l seba lga li 

buruh. Ka lrena l, jika l altura ln hukum ya lng berla lku tida lk meliba ltkaln malsya lra lka lt pa lda l proses 
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penyusuna ln sa lmpali denga ln pengesa lha lnnya l, itu a lka ln berpenga lruh buruk terhalda lp produk 

hukum itu sendiri. 

 Sa lnga ltla lh penting jikal alsa ls keterbuka la ln itu dila lksa lnalka ln sepenuhnya l oleh pemerinta lh 

da lla lm membentuk sebua lh a ltura ln hukum. ka lrena l pa lda l da lsa lrnya l hukum itu a lda lla lh sa lra lnal 

kontrol sosia ll. ALrtinya l jika l produk hukum itu bisa l dija ldika ln sa lra lna l untuk mengontrol 

kea lda la ln ma lsya lra lka lt, ma lka l da lla lm penyusuna lnnya l pun ha lrus meliba ltka ln pa lrtisipalsi 

ma lsya lra lka lt seca lra l mutla lk. Ka lrena l ma lrwalh da lri sebua lh a ltura ln hukum itu terleta lk pa ldal 

kemalnfa la ltalnnya l seba lga li sebualh a lturaln ya lng mengika lt. Na lmun jika l meliha lt situa lsi daln 

kondisi pa lda l sa la lt ini, a lpa lla lgi dita lmba lh denga ln pengesa lha ln Perppu cipta l kerja l oleh DPR-RI 

itu memberika la ln kecenderunga ln ba lhwa l pemerinta lh tida lk meliha lt hukum itu seba lga li a lturaln 

ya lng da lpa lt memberika ln ba lnya lk ma lnfa la lt kepa lda l ma lsya lra lka lt balwa lh, mela linka ln seba lga li a llalt 

untuk memperkua lt ka lpita llisme (Orla lndo, 2023).  

 Pengguna la ln a lsa ls keterbuka laln da lla lm pembentuka ln pera ltura ln perunda lng-unda lnga ln 

merupa lka ln representa lsi da lri nila li-nila li Pa lncalsila l. Pa lnca lsila l seba lga li fa llsa lfa lh nega lra l 

memberika ln ketentua ln mutla lk mengena li substa lnsi pemeliha lra la ln demokra lsi. Seba lga li contoh 

ketentua ln Silal ke-2 Pa lnca lsila l ya lng berbunyi “kemalnusia la ln ya lng a ldil da ln bera lda lb” bisal 

dita lfsirka ln seba lga li a lktua llisa lsi morall ba lngsa l da lla lm menentuka ln a lralh kebija lka ln pemerinta lh 

seba lga li pemega lng ta lnggung ja lwa lb a ltals berdirinya l sua ltu nega lra l denga ln sistem hukum ya lng 

ba lik. Hubunga ln sila l ke-2 Pa lnca lsila l denga ln a lsa ls keterbuka laln da lla lm pembentuka ln da ln 

pengesa lha ln Perppu cipta l kerja l terletalk pa lda l konsep kea ldila lnnya l.  

 Pengesa lha ln Perppu cipta l kerja l mela lngga lr prinsip kea ldila ln dikerena lka ln ketentualn 

penyusuna ln Perppu cipta l kerjal ya lng ba lik serta l meliba ltka ln ma lsya lra lka lt da lla lm proses 

pembentuka ln unda lng-unda lng, itu tida lk terla lksa lna l sebalga limalna l ketentua ln ya lng berla lku. 

Seola lh-olalh a lkses ma lsya lra lka lt untuk berpalrtisipa lsi da lla lm pembentuka ln pera ltura ln perunda lng-

unda lnga ln tersebut terkesa ln diha lla lng-ha lla lngi, alkiba ltnya l produk hukum tersebut dia lngga lp 

lebih menguntungka ln pemerinta lh diba lnding kema lsla lha ltaln ralkya lt. 

 Perppu ciptal kerja l dibentuk a lta ls bebera lpa l ketentua ln a lta lupun pra lsya lralt a lga lr Perppu 

tersebut bisa l diterbitka ln. Dia lnta lra lnya l a lda lla lh berpedoma ln terha lda lp pa lsa ll 22 UUD 1945 A Lya lt 

(1) ya lng berbunyi “da lla lm ha ll ikhwall kegentinga ln ya lng mema lksa l, presiden berhalk 

meneta lpka ln Pera ltura ln Pemerinta lh Pengga lnti Unda lng-Unda lng”. Pa ldalha ll sebena lrnya l nega lral 

tida lk da lla lm kea lda la ln genting. Ya lng terja ldi a lda lla lh kegentinga ln ya lng dipa lksa lka ln. Sehingga l 

terjaldi penola lka ln ditenga lh-tenga lh ma lsya lra lka lt, ya lng kemudia ln tida lk direspon ba lik oleh 
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pemerinta lh. Ha ll itu dibuktika ln denga ln cepa ltnya l kebija lka ln DPR-RI untuk mengesa lhka ln 

Perppu cipta l kerja l tersebut ta lnpa l ha lrus meliba ltka ln sua lral ra lkya lt da lla lm produk hukum ya lng 

dibua lt. Denga ln demikia ln a lsa ls keterbuka la ln tidalk terpenuhi da lla lm pembentukaln seka lligus 

pengesa lha ln Perppu cipta l Kerja l Omnibus la lw. 

 

KESIMPULA LN 

 Seca lra l keseluruha ln da lpa lt disimpulka ln ba lhwa l proses pembentuka ln sa lmpa li denga ln 

pengesa lha ln Peralturaln perunda lng-unda lnga ln da lla lm ha ll in a lda llalh Pera ltura ln Pemerintalh 

Pengga lnti Unda lng-Unda lng Nomor 2 Ta lhun 2022 Tenta lng Cipta l Kerja l tida lk berpiha lk kepa ldal 

ma lsya lra lka lt a ltalu da lla lm a lrtia ln ba lhwa l ha lk ma lsya lra lkalt untuk berpa lrtisipa lsi da lla lm 

pembentuka ln Perppu Cipta l Kerja l tida lk diberika ln. Ka lrena l Perppu dibentuk seca lra l mutla lk 

oleh presiden. Sela lin itu prinsip keterbuka la ln da lla lm a lsa ls keterbuka la ln tida lk terla lksa lna l 

seba lga lima lna l mestinya l. Keterbuka la ln seha lrusnya l bisa l diberika ln a lga lr ma lsya lra lka lt bisa l 

menga lkses ba lga lima lna l meka lnisme penyususa ln a ltura ln tersebut. A Lda lpun tekhnik 

penyusna lnnya l mengguna lka ln omnibus la lw ya lng mema lng ketentua lnnya l di a ltur seca lra l tibal-

tiba l denga ln la lngsung mena lmba lhka lnnya l keda lla lm Unda lng-Unda lng Nomor 12 ta lhun 2011 

Tentalng Pembentuka ln Pera ltura ln Perunda lng-Unda lnga ln. Seha lrusnya l pemerinta lh memperba liki 

isi da lri pa lda l Unda lng-Unda lng Nomor 11 ta lhun 2020 Tentalng cipta l kerja l ya lng telalh 

dinya lta lka ln inkonstitusiona ll bersya lra lt oleh Malhka lma lh Konstitusi. Ka lrenal tida lk meliba ltkaln 

ma lsya lra lka lt da lla lm pembentuka lnnya l yalng juga l tida lk berpega lng teguh pa lda l a lsa ls keterbukala ln. 
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